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TENTANG 
MAN UMUM PUSAT PELA YANAN TER 

peDJERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAPAKDU ( PPT) PENANGANAN 
KEf' KABUPATEN BANYUMAS 

ingingat 

BUPATI BANYUMAS 
' 

a. bahwa guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam 

melaksanakan penanganan k k . e erasan berbas1s gender dan anak 
Kabupaten Banyumas d. rl k ipe u an pedoman umum yang mengatur 

pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak 

Kabupaten Banyumas; 

b. bahwa Pedoman Umum sebagaimana tersebut pada butir a, adalah 

pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten 

Banyumas ; 

c. bahwa demi kelancaran dan menjamin kepastian hukum serta mengikat 

semua pihak terkait dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ); 

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 

(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) ; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4235); 

4. Undang-undang Namer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Namer 125 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) ; 



lenetapkan 

5. Undang-undang Nomor 23 Tah 

Kekerasan Dalam R un 2004 tentang Penghapusan 
umah T angga (L 

2004 Nomor 4419); embaran Negara Tahun 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 

Keuangan antara p . 2004 tentang Perimbangan 
emenntah p 

(Lembaran Nega T usat dan Pemerintah Daerah 

N N 
ra ahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran 

egara omor 4438) ; 

7. Undang-undang Nomor 39 T h 
a un 2004 tentang Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar N . egen ; 
8. Peraturan Pemerintah No 6 T 

mar ahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan 

lnStansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

1. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional ; 

2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 

Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor : 

a. 14/Men . PP/Dep.V/X/2002 

b. 1329/MENKES/SKB/X/2002 

C. 75/HUK/2002 

d. 8/3048/X/2002. 

Terpadu Karban Tindak Kekerasan T erhadap 
tentang Pelayanan 

Perempuan dan Anak. 

MEMUTUSKAN: 
TENTANG PEDOMAN UMUM PUSAT 

PERATURAN BUPATI NGANAN KEKERASAN BERBASIS 
PELA YANAN TERPADU (PPT) PENA 

GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS 

Pasal 1 n Kekerasan Berbasis 
~ adu (PPT) Penangana . 

M,netapkan Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terp t datam tampiran Peraturan Bupat1 
~na b gaimana termua 
. er dan Anak Kabupaten Banyumas se a 
lni. 



Paaa12 
. na tersebut P8da Poeol 1 dlouneklln h 
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Re OQal desa, dafam set>8 an berbasls gender den onak Kabupalon Ban 
,/' kera
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vurnea. 
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Pasa13 
. berlaku pada tanggal diundangkan . . n,ula1 

~ jr,1 

petakA8rlaan 

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat; irli orang . 

~p ya dalam Senta Daerah Kabupaten Banyumas r ., patann , npenem 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 1 5 MAR 2006 
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~ f3r-

',f~ 11 kerasan berbasis gender d 
v- "e . an anak 

kin memngkat kualitas da rnerupakan fe 
sef118 n kuanutas nomena sosi I 

~~,, n dan anak, kekerasan dalam nya, Perko a Yang makin marak 
~,pua . . rumah tan saan, peleceh 

,- _ dan larn-larn, tampaknya ak 9Qa, eksploita . an, perdagangan 
p9ntu an terus d" s, seksua1 k 

# n domestik maupun publik Yan iternui dalam k . , ekerasan terhadap 
' ~un98 g Pada un, eh,dupan seh · . . 
· g Kasus kekerasan yang terjad· . . umnya dialami 01 h an-han bark di 

' d1 W1layah e perempuan d 

0
02 sebanyak 68% terjadi dalam 1· Karesidenan Bany an anak. 

gg,2 lnQkun umas sepa · 
19 t urnum (Sumber data : LSM Lent Qan Privat (keluarga) d . nJang tahun 
~~erT1Pa k k era Perempuan We an seleb,hnya terjadi 

. k n bahwa e erasan yan t . C Purw k 
enunJU a . g erJadi lebih ban . 0 erto). Dari data tersebut 

~ 
1 
korban danpada orang asing Yak d1lakukan oleh 0 diKena · rang-orang yang 
Dari banyak kasus kekerasan y . 

ang terJadi tidak jaran 
rkeliaran tidak mendapat hukuman yang s r g para pelaku kekerasan bebas 

~ e impal dengan erb 
dapat hukuman, lamanya hukuman fd k P uatannya, kalaupun mereka 

roen I a sebandin de 

P
ak yang mengikutinya. Dan ini me . 9 ngan penderitaan korban dan 

darTl nunJukan bahwa men· 

rh
adap perempuan dan anak karena tidak d"b . ingkatnya kasus kekerasan 

1e I areng, denga • 
rnemadai, tuntas, dan adil bagi korban. n 515tem penanganan yang 

Dan sebagai respon positif dalam memberik . 
an perhndungan terhadap korban maka 

pernerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama den 1 . ' ' 
. gan nStans, penegak hukum (Kepolisian 

Kejaksaan dan Pengad1lan), BAPAS, Rumah Sakit Dae h/S ' 
. ra wasta, LSM dan Orsos/Ormas 

perempuan yang ada d1 Purwokerto mendirikan Pusat p 1 e ayanan T erpadu Penanganan 
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. 

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN 
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS. 

1. Maksud 

a. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan satu 

bentuk pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

serta peningkatan posisi dan kondisi perempuan dan anak dalam masyarakat. 

b. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan wadah 

pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. 
2· Tujuan 

a. Memberikan pelayanan, konseling, bantuan hukum dan rehabilitasi bagi korban 

kekerasan baik perempuan maupun anak ; 
b M . 0 maupun penegak hukum yang konsen 
· erupakan lembaga koordinasi bag1 LSM, rmas 

t t hadap perempuan dan anak. 
erhadap penghapusan dan penanganan kekerasan er 



p~INSIP DASAR LAY 7 
~;1P·sAN sERBAs1s GENDER 6NAN 'TER 

~~efV' AN ANAK PAou Te 
l ~t r;dsk Mengadili (Non Jud '<AeupATe FUiAOAp K 

.df Oernant) N BANYuaa ORBAN TINDAK 
1. ,.,,_ n kekerasan bukanlah Pelak "'AS. 

~ort>8 u, sehln 
san yang dialaminya. Qga la tidak b 

8~ers oloh di 
~ .. 5 ,-.embangun Hubungan Yang S norsolohkon same sekali a1as 
~tP . etara (E 

f. rs pendampmg dan korban 9allter) 
Ants . mempunyai 

rlakukan sebaga1 sesama man . hubungan 
dipe us,a deng Yang setara k 

pengambilan Keputusan S . . an cara rnengh . , orban kokerasan 
µss end1ri 0rrnat,nya seb 

,. ban kekerasan adalah orang y agai manusia. 
Kor . ang Paling tahu 

na ttu korban perlu d1bantu dala akan Pender't . 
kBre m mengambil k , aan yang dralaminya, oleh 

. · eputusan 
sendin. Yang paling tepat untuk dirinya 
AZJS pemberdayaan (Empowennent) 

'- setiaP usaha yang diberikan harus dapat 
. . . menguatkan korb . 

khirnYa ,a mampu bangkit dan penderita . an yang d1dampinginya sehingga 
a . an Yang dralam · 

Empat1 rnya. 
5. A,zas 

Memahami apa yang dirasakan korban da . 
n memaham, pen 1 

6, A,Za 5 Tidak Menyalahkan Korban ga aman kekerasan 

pnnsip yang tidak menganggap korban seba . 
ga, sumber kekerasan. 

EMBAGA-LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM L 
L RBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS AYANAN TERPADU TERHADAP 
KO S GENDER DAN ANAK KABUPATEN 
sANYUMA · 

1. Kepolisian Resort Banyumas : 

a. Selaku pelindung, pengayom_ dan pelayanan . masyarakat, Polri bertanggungjawab atas 
laporan atau pengaduan, ba1k secara langsung dari korban kekerasan berbasis gender 
atau kuasa keluarga atau orang lain selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. 

b. Mengkoordinir dan memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Tim Penyidik Polsek 
jajaran Polres Banyumas dalam rangka penanganan perkara kekerasan berbasis 
gender. 

2. Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas: 

Berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mempelajari da~ mem~erikan petunjuk secara 
yuridis formal mengenai kelayakan suatu kasus diperiksa dt Pengadrlan. 

3. Pengadilan NetJeri Purwokerto dan Banyurilas: . 
. ·sian dalam melaksanakan perad1lan terha~~~ 

Berkoordinasi dengan KeJaksaan dan Kepohakan Hakim yang sensttif Gender dan memrlrkr 
pelaku tindak kekerasan dengan mendayagun 
cita rasa keberpihakan pada korban tindak kekerasan. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah : . nganan Kasus Kekerasan 
beserta alokas1 dana pena 

Menyusun perencanaan Program 
Berbasis Gender dan Anak 

5 ten Banyumas : . t k 
. Badan Kesbang dan Linmas Kabupa . dan Pengadilan Ne~en u~ u 

. . Ke"aksaan Negerr si dan Pendamprng kor an 
Berkoordinasi dengan Kepohsian, irlindungan korban, Sak 
rnempelajari kemungkinan perlunya P 
kekerasan. 
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t(esejahteraan Sosial dan P 
,~,s ,<esra Setda Kabupaten 8 

8"1bel'daya 
I· ~gl9~damPi~gi . korban Yang rn:"Yunias : an Masyarakat Ka 

fl.6 ,,an ba1k dirumah aman (Sh 
1
rnbutuhkan bupaten Banyumas/ 

g. 19ya gupayakan terwujudnya ru: ter) rnaupun ~ndampingan 
~- Me~t)erikan lnformasi sistern pei8h 8nian (She:t uar rumah am~l~ma penyelenggaraan 
c. M!nerima dan menyalurkan kelu~anan ; er) ; n , 
d M dayagunakan Petugas So . n atas kuart 
e: ~~~ak kekerasan diwilayah . 

5181 
Kecarnata~ ;f~layanan 

) sebaga; petu 
renaga Kerja dan Transrn· . QEnpenghlmpun data 

01118s . . IQras, Kabu 
1· Mengkoordinir dan menyiapkan P Paten Banyumas . 

n d t.k endan,p· • s. (Tligran n,aupu_ . omes I Yang men ·a . ingan terhada 
t(epalisian, _K_eJan, Peng~dilan NegeJri d1 kor~an kekeras1 buruh ~tau keluarga buruh 
Mengkoord1mr d~n meny1apkan Pendadan_ D1nas terkait. n, bekeriasama dengan 

b- rTlaupun dome~t1k yang menjadi korb nipingan terhadap b 
l(ejari, Pengad1lan Negeri serta Pihakan ~ekerasan, beke . uruh atau keluarga migran 

~pihak terkait. f]asama dengan Kepolisian, 

. as Kesehatan Kabupaten Banyurn . 
8 

p,r1 as. 
· Mengkoordinir Tim Kesehatan (S 
a. ) t k I arana Pel swasta un u pe ayanan dan peme 'k ayanan baik mTk P . 

k kerasan . n saan serta konsulta . 11 emenntah maupun 

B
e rtanggu~gjawab atas terl k s, perempuan dan anak korban 

b. e a sananya Sist 
dengan tingkat kegawatan. em Rujukan bagi korban kekerasan sesuai 

g, Kantor Oepag Kabupaten Banyumas: 

a. sertanggungja~ab . untuk menyiapkan tena . 
penguatan dan seg1 keagamaan ga rohaniawan yang akan memberikan 

b. Memberikan pendampingan bagi korban ti 
Pengadilan Agama ndak kekerasan yang memertukan layanan di 

fO. Rumah Sakit Umum Daerah I Swasta : 

a. Bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan medis unt k k b k k -
gender u or an e erasan berbas1s 

b. Bertanggungjawab atas terbitnya visum et repertum sesuai d · t 
Kepolisian engan perrmn aan 

c. Bertanggungjawab atas tersedianya psikolog / psikiater untuk melakukan konseling dan 
terapi korban kekerasan berbasis gender 

11. Pekerja Sosial I LSM / Ormas Perempuan : 

a. Pendampingan Karban 
b. Bertindak sebagai konselor 
c. Melakukan kunjungan kerumah korban atau rumah aman (Shelter) 
d. Melakukan pemantauan korban selama dan sesudah perawatan di Rumah Sakit . 
e. Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi korban pasca penyelesaian masalah/kasus 

kekerasan 

V. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN TERPADU PENANGANAN 
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS. 

KAsus ------• PENGURUS PUSAT ---------11 ~ -SH-E-LT_E_R---,1 
♦----------♦ PELAYAYAN TERPADU ~ 
I (PPD I 
I I 
I L----+~--___. I 
I I 
I I 
I ...---------i I 

~LSM 7:.---..-- RUANGPELAYANAN 
~ ~ KHUSUS (RPK) 

t 
KAsus 

t 
KASUS 

SUS 



'<EKERASAN 

- Korban, Orangtua Korb 
Korban. an, Keluarga 

- Masyarakat (T etangga P 
RT Rw K , engurus · , , arang Taruna PKK . 
Desa/Kelurahan, Babinka r 
Ormas) m lb, LSM, 

TIM KECAMATAN ♦-------/ 
- Kasi Trantib (koordinator) 

Polsek 
_ Puskesmas 

I 
I 

I 

BERBAsis GENDER DAN ANAK 

--------, 
TINDAKAN 

~ · Peri;ndungan korban dan saksi 

3· :enanganan medis (fisik/psikis) 
· elayanan rohani 

4
· la~or jika butuh penanganan lebih 

lanJut (apabila korban menghendaki) 

I 
1. Perlindungan korban dan saksi I 
2. Penanganan medis (fisik/psikis) 1 
3. Pelayanan rohani I 
4. Visum I 
5. Lapar jika butuh penanganan lebih I 

; lanjut (apabila korban menghendaki) 1 
/ I 

~eterangan : 

BUPATEN •-------/ 
PPT KA ◄----------
- TIM INTI : 

Polres, RSUD, Pengadilan Negeri, 
Kejaksaan, Teknis (Psikiater, 
rohaniawan, LSM,dsbnya) 

_ TIM PENUNJANG : 
Ketua/Anggota Bidang Pelayayan 
Karban Kekerasan Berbasis Gender 

--------♦ jalur pelaporan 

~IJABATAN PARAF 

l~~,. I 
[~ -[L 
I Kt 11:sim / . 
I y J • • -~. 9¾~ 

--------------------~ 
1. Perlindungan korban dan saksi 
2. Penanganan medis (fisik/psikis) 
3. Pelayanan rohani 
4. Visum 
5. Pe;ndampingan Hukum 


